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          ABSTRAK  

Lembaga dakwah berperan strategis dalam pemberdayaan spiritual dan 
sosial masyarakat Muslim, tetapi disrupsi digital melalui digitalisasi, 
fintech, dan perubahan pola donasi, menuntut inovasi pengelolaan 
keuangan dan pendanaan. Artikel ini menganalisis strategi keuangan 
lembaga dakwah berbasis inovasi dan kewirausahaan sosial melalui 
studi literatur kualitatif dan analisis komparatif terhadap sumber 
sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan e-wallet, 
crowdfunding, dan blockchain meningkatkan efisiensi, transparansi, 
serta perluasan basis donatur. Diversifikasi dana lewat social enterprise, 
koperasi syariah, dan wakaf produktif memperkuat kemandirian 
finansial, meski terkendala SDM profesional, risiko siber, dan kebutuhan 
tata kelola digital yang akuntabel. Rekomendasi disusun dalam lima 
pilar roadmap: penguatan kapasitas internal, inovasi produk digital, 
diversifikasi pendanaan, kolaborasi lintas sektor, serta pembaruan tata 
kelola dan regulasi berbasis prinsip syariah. 

ABSTRACT 

Da'wah institutions play a strategic role in the spiritual and social empowerment of Muslim 
communities, but digital disruption through digitalization, fintech, and changes in donation 
patterns, demands innovation in financial management and funding. This article analyzes the 
financial strategies of innovation and social entrepreneurship-based missionary institutions 
through qualitative literature studies and comparative analysis of secondary sources. The study 
results show that the use of e-wallets, crowdfunding, and blockchain increases efficiency, 
transparency, and expands the donor base. Diversification of funds through social enterprises, 
sharia cooperatives, and productive waqf strengthens financial independence, even though it is 
constrained by professional human resources, cyber risks, and the need for accountable digital 
governance. Recommendations are organized into five pillars of the roadmap: strengthening 
internal capacity, digital product innovation, funding diversification, cross-sector collaboration, 
and updating governance and regulations based on sharia principles. 
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PENDAHULUAN  

Lembaga dakwah memiliki peran strategis dalam pemberdayaan spiritual dan 
sosial masyarakat Muslim. Di samping fungsi dakwah, lembaga-lembaga ini 
seringkali mengelola berbagai program sosial-ekonomi seperti bantuan kemanusiaan, 
pendidikan, dan program pemberdayaan. Tradisionalnya, pembiayaan lembaga 
dakwah bergantung pada donasi, sedekah, infak, dan wakaf yang ditransaksikan 
secara tatap muka atau melalui mekanisme konvensional (Ahmad, 2010). Secara 
tradisional, sumber pembiayaan lembaga dakwah banyak bergantung pada 
sumbangan, infak, wakaf, dan zakat, sehingga praktik akuntansi dan pelaporan 
keuangan yang baik menjadi krusial untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan 
publik (Shulthoni et al, 2018). Namun, sejak masuknya era disruptif, ditandai oleh 
percepatan digitalisasi, munculnya fintech, platform crowdfunding, dan berubahnya 
pola sumbangan, model pembiayaan lama dinilai tidak lagi memadai tanpa ada 
inovasi yang sistematis (Nugroho, 2019). Perubahan teknologi dan munculnya era 
disruptif yang ditandai dengan digitalisasi, platform fintech, dan pemanfaatan data 
besar mendorong organisasi nirlaba termasuk lembaga dakwah untuk meninjau ulang 
model penggalangan dana, distribusi, dan pemantauan programnya (Cipriano, 2025). 

Era disruptif ini menawarkan peluang sekaligus risiko: peluang berupa akses ke 
sumber dana baru dan efisiensi operasional; risiko berupa ketergantungan pada 
platform pihak ketiga dan tantangan tata kelola data (Schwab, 2017). Kehadiran solusi 
fintech dan crowdfunding berbasis digital membuka peluang baru bagi pengumpulan 
zakat dan donasi yang lebih mudah dan transparan, namun juga memperkenalkan 
risiko operasional dan kebutuhan pengaturan baru yang harus diantisipasi oleh 
lembaga (Wanda, 2025). 

Selain itu, integrasi pendekatan kewirausahaan sosial (social entrepreneurship) 
memungkinkan lembaga dakwah menciptakan unit-unit usaha yang menghasilkan 
pendapatan mandiri untuk mendukung misi sosialnya, sehingga mengurangi 
ketergantungan pada donasi semata (Punuh, 2024). Transformasi model pendanaan 
dan diversifikasi usaha menuntut peningkatan tata kelola, transparansi, dan praktik 
manajemen keuangan yang profesional untuk memitigasi risiko penyalahgunaan 
dana dan mempertahankan legitimasi lembaga di mata publik dan pemangku 
kepentingan (Kamaruddin et al, 2023). Namun, adopsi teknologi dan inovasi di 
kalangan lembaga dakwah menghadapi hambatan seperti keterbatasan kapasitas 
SDM, infrastruktur digital yang belum merata, dan tantangan kepatuhan regulasi—
yang semuanya mempengaruhi efektifitas pengelolaan keuangan baru (Godefroid, 
2024). Literatur tentang pengelolaan keuangan organisasi keagamaan yang 
menggabungkan aspek inovasi digital dan strategi kewirausahaan masih 
berkembang, sehingga terdapat kebutuhan penelitian yang mengkaji dinamika ini 
secara kontekstual—termasuk bagaimana model-model inovatif dapat dipadukan 
dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan nilai-nilai dakwah. 

Studi yang menelaah dinamika pengelolaan keuangan lembaga dakwah dalam 
bingkai inovasi dan kewirausahaan pada era disruptif menjadi penting untuk 
merumuskan praktik manajerial, model bisnis sosial, dan kebijakan tata kelola yang 
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adaptif serta berkelanjutan. Studi ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi 
literatur (desk study) dan analisis komparatif. Sumber data meliputi: buku, artikel 
jurnal, laporan tahunan lembaga zakat/filantropi, laporan bank dan lembaga 
keuangan syariah, serta artikel terpercaya di media yang membahas inovasi filantropi 
digital. Analisis dilakukan melalui tahapan: identifikasi tema, sintesis tematik, dan 
penyusunan rekomendasi berbasis praktik terbaik. Pendekatan ini dipilih karena 
fokus kajian adalah konsep dan strategi, bukan pengukuran kuantitatif eksperimental 
(Creswell, 2014). Untuk memperkuat relevansi praktis, penelitian juga menyertakan 
analisis komparatif praktik lembaga dakwah di Indonesia yang mempublikasikan 
annual report, sehingga aspek praktik dan kebijakan dapat dikaji secara lebih konkret. 

Rumusan masalah yang diangkat dalam artikel ini adalah: (1) bagaimana strategi 
keuangan lembaga dakwah yang inovatif dalam menghadapi era disruptif; (2) 
bagaimana kewirausahaan sosial dapat diintegrasikan ke dalam aktivitas dakwah 
untuk menghasilkan pendanaan berkelanjutan; dan (3) apa implikasi tata kelola dan 
regulasi yang perlu disesuaikan. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan kerangka 
strategi keuangan lembaga dakwah berbasis inovasi dan kewirausahaan yang praktis 
dan dapat diadaptasi oleh berbagai skala lembaga dakwah di Indonesia. 

LANDASAN TEORETIS  

Kajian tentang keuangan lembaga dakwah sering berkaitan dengan literatur 
filantropi Islam: manajemen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) (Beik, 2015). 
Selain itu, literature tentang kewirausahaan sosial dan inovasi organisasi menjadi 
rujukan penting untuk memahami bagaimana lembaga dakwah dapat 
mengembangkan unit usaha yang berorientasi misi sosial (Dees, 2001). Kerangka teori 
yang digunakan menggabungkan teori pengelolaan keuangan organisasi nirlaba, teori 
inovasi organisasi, dan teori kewirausahaan sosial. Beberapa studi empiris di 
Indonesia menunjukkan bahwa lembaga dakwah yang berhasil mengembangkan 
usaha produktif dan mengadopsi teknologi digital cenderung lebih tahan guncangan 
finansial (Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, 2018-2022). Temuan-temuan ini konsisten 
dengan kajian internasional yang menunjukkan bahwa digitalisasi filantropi 
meningkatkan jangkauan donor dan efisiensi distribusi bantuan (World Bank, 2020). 

Konsep inovasi secara klasik dijelaskan oleh Joseph A. Schumpeter (1942) 
melalui teori creative destruction, yakni proses di mana inovasi secara terus-menerus 
menggantikan sistem, struktur, dan cara kerja lama dengan cara yang baru dan lebih 
efisien. Dalam konteks organisasi keagamaan, termasuk lembaga dakwah, creative 
destruction dapat dimaknai sebagai transformasi paradigma dalam pengelolaan 
keuangan dari sistem manual dan tradisional menuju sistem digital dan transparan. 
Inovasi ini tidak hanya bersifat teknologi, tetapi juga mencakup inovasi manajerial, 
sosial, dan kelembagaan yang memungkinkan peningkatan efektivitas dan efisiensi 
layanan publik berbasis nilai-nilai Islam. 

Selanjutnya, teori open innovation yang dikemukakan oleh Chesbrough (2003) 
menekankan pentingnya kolaborasi lintas organisasi dan pemanfaatan ide eksternal 
untuk mendorong inovasi internal yang berkelanjutan. Dalam konteks lembaga 
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dakwah, pendekatan open innovation dapat diwujudkan melalui kolaborasi dengan 
startup fintech syariah, komunitas digital Muslim, maupun lembaga sosial lainnya 
untuk mengembangkan sistem pengelolaan keuangan yang adaptif terhadap era 
disruptif. 

Pengelolaan keuangan organisasi nirlaba menekankan prinsip akuntabilitas, 
transparansi, dan efisiensi dalam pemanfaatan dana publik. Menurut Anthony dan 
Young (2003), sistem pengelolaan keuangan nirlaba harus mampu menunjukkan 
hubungan langsung antara penggunaan dana dan pencapaian tujuan sosial organisasi. 
Dalam lembaga dakwah, hal ini mencakup pelaporan keuangan yang sesuai dengan 
prinsip syariah, keterbukaan terhadap publik, serta kemampuan merancang anggaran 
berbasis kinerja dakwah. Model financial sustainability dalam lembaga keagamaan juga 
menuntut adanya diversifikasi sumber pendapatan dan pengelolaan aset produktif 
agar kegiatan dakwah tidak bergantung sepenuhnya pada donasi. Literatur modern 
menekankan pentingnya digitalisasi keuangan dan governance system yang kuat 
untuk menjawab tantangan era disruptif. 

Konsep kewirausahaan menurut Peter F. Drucker (1985) berfokus pada 
kemampuan individu atau organisasi menciptakan nilai melalui peluang inovatif 
yang terukur dan berorientasi hasil. Dalam perspektif lembaga dakwah, nilai yang 
diciptakan bukan hanya keuntungan finansial tetapi juga peningkatan kesejahteraan 
spiritual dan sosial masyarakat. Dees (1998) memperkenalkan istilah social 
entrepreneurship sebagai kombinasi antara misi sosial dan pendekatan bisnis yang 
berkelanjutan, di mana wirausahawan sosial bertindak sebagai agen perubahan. 
Muhammad Yunus (2010) menegaskan bahwa kewirausahaan sosial dapat menjadi 
mekanisme efektif dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi dengan 
memanfaatkan inovasi bisnis yang berpihak pada masyarakat. 

Konsep ini relevan bagi lembaga dakwah yang ingin memperkuat kemandirian 
keuangannya melalui unit usaha berbasis nilai Islam, seperti bisnis halal, layanan 
edukasi, atau platform sosial digital. Integrasi prinsip social entrepreneurship dengan 
pengelolaan keuangan lembaga dakwah akan menghasilkan model organisasi yang 
tidak hanya berorientasi ibadah, tetapi juga produktif dan berdaya saing. Dalam era 
disruptif, lembaga dakwah perlu memadukan ketiga dimensi tersebut yaitu inovasi, 
kewirausahaan, dan manajemen keuangan sebagai strategi keberlanjutan organisasi. 
Pendekatan integrative management menekankan sinergi antara efisiensi keuangan, 
kreativitas inovatif, dan komitmen terhadap misi sosial. 

Model integrasi ini sejalan dengan teori dynamic capabilities (Teece et al, 1997), 
yang menjelaskan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan sumber daya dan 
kompetensi dalam menghadapi perubahan lingkungan yang cepat. Dengan demikian, 
lembaga dakwah yang mampu membangun kapasitas dinamis melalui inovasi 
terbuka dan kewirausahaan sosial akan lebih adaptif terhadap tantangan era disruptif 
dan mampu mempertahankan keberlanjutan dakwahnya. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Konteks Era Disruptif dan Implikasinya bagi Lembaga Dakwah 

Era disruptif ditandai oleh percepatan teknologi informasi, transformasi 
ekonomi digital, dan perubahan perilaku publik dalam berinteraksi dan bertransaksi 
(Kotler, 2017). Bagi lembaga dakwah, implikasi utama meliputi: perubahan cara 
jamaah berpartisipasi (online giving), kebutuhan transparansi yang semakin tinggi, dan 
munculnya aktor baru seperti platform crowdfunding religius. 

Transformasi ini mengharuskan lembaga dakwah: (a) mengadopsi teknologi 
untuk penggalangan dan penyaluran dana; (b) menata ulang mekanisme akuntabilitas 
agar dapat dipantau publik secara real-time; dan (c) mengembangkan produk serta 
layanan yang relevan dengan ekosistem digital (mis. wakaf produktif berbasis 
aplikasi, marketplace sosial, dsb.) (Christensen, 2016). 

Digitalisasi Keuangan Dakwah 

Digitalisasi keuangan lembaga dakwah mencakup penggunaan e-wallet, 
payment gateway, crowdfunding platforms, serta pencatatan digital berbasis cloud. 
Keuntungan utama adalah kemudahan akses donasi, penurunan biaya transaksi, serta 
peningkatan transparansi (Schueffel, 2016). Namun, digitalisasi juga menimbulkan 
tantangan: keamanan siber, perlindungan data jamaah, dan kebutuhan akan tata 
kelola digital yang profesional. 

Implementasi teknologi blockchain telah dieksplorasi oleh beberapa lembaga 
sebagai sarana meningkatkan transparansi aliran dana dan wakaf produktif. 
Teknologi ini memungkinkan pencatatan transaksi yang tidak mudah diubah 
(immutable ledger), namun adopsinya memerlukan kapabilitas teknis dan biaya awal 
yang tidak kecil (Nakamoto, 2008). 

Model Bisnis dan Diversifikasi Sumber Dana 

Diversifikasi sumber dana adalah strategi penting untuk meningkatkan 
kemandirian lembaga dakwah. Diversifikasi dapat dilakukan melalui: unit usaha 
syariah (koperasi, toko sosial, lembaga pelatihan), produk wakaf produktif, layanan 
konsultasi, dan kerjasama dengan sektor swasta (Huda, 2016). 

Contoh model bisnis yang efektif adalah pengembangan social enterprise yang 
dikelola oleh lembaga dakwah, dimana keuntungan usaha dialokasikan untuk 
kegiatan dakwah dan program sosial. Model ini menyeimbangkan antara tujuan misi 
dan kebutuhan finansial. 

Kewirausahaan Sosial dalam Lembaga Dakwah 

Kewirausahaan sosial menekankan penciptaan nilai sosial melalui kegiatan 
ekonomi. Bagi lembaga dakwah, kewirausahaan sosial dapat menjadi mekanisme 
pemberdayaan jamaah, pelatihan keterampilan, serta sumber pendanaan 
berkelanjutan (Yunus, 2016). Program pelatihan wirausaha bagi kelompok rentan, 
pengembangan UMKM berbasis komunitas masjid, serta inkubasi bisnis syariah 
adalah contoh penerapan kewirausahaan sosial. 
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Keberhasilan kewirausahaan sosial bergantung pada kapabilitas manajerial, 
akses pasar, dukungan modal kerja, serta integrasi nilai-nilai syariah dalam tata kelola 
usaha (Porter, 2008). 

Studi Kasus: Transformasi Keuangan pada Beberapa Lembaga Dakwah di 
Indonesia 

Untuk menggambarkan praktik, analisis berikut memeriksa tiga lembaga 
dakwah/filantropi besar di Indonesia yang telah menerapkan inovasi keuangan dan 
kewirausahaan: Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, dan Baznas (sebagai contoh institusi 
zakat negara). Analisis didasarkan pada laporan tahunan, publikasi resmi, dan studi 
kasus yang dipublikasikan oleh masing-masing lembaga (Annual Report Dompet 
Dhuafa, Rumah Zakat, Baznas). 

Dompet Dhuafa mengembangkan unit usaha yang menghasilkan pendapatan 
sosial, seperti bisnis layanan kesehatan dan pendidikan, serta mengelola wakaf 
produktif. Pendekatan ini telah membantu DD menstabilkan pendanaan program 
jangka panjang (Dompet Dhuafa, 2019-2022). Rumah Zakat memanfaatkan platform 
digital untuk penggalangan dana mikro dan pengelolaan program pemberdayaan. 
Mereka juga mengembangkan marketplace bagi produk peserta program 
pemberdayaan, sehingga membuka akses pasar untuk UMKM binaan (Rumah Zakat, 
2018-2022). 

Baznas Mengimplementasikan sistem penyaluran zakat elektronik dan 
melakukan kolaborasi dengan perbankan syariah untuk memfasilitasi program wakaf 
uang dan wakaf produktif. Pendekatan kelembagaan ini memperlihatkan pergeseran 
tata kelola dari model donor-driven ke model yang lebih strategis dan berbasis data 
(BAZNAS, 2022). Dari studi kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa: (1) 
penggabungan unit usaha dengan program dakwah meningkatkan kesinambungan 
program; (2) platform digital memperluas jangkauan dan membawa efisiensi; (3) tata 
kelola profesional serta audit independen meningkatkan kepercayaan publik 
(Hafidhuddin, 2013). 

Tantangan dan Hambatan Operasional 

Beberapa tantangan nyata yang dihadapi lembaga dakwah dalam proses 
transformasi keuangan antara lain: Keterbatasan SDM profesional yang memahami 
keuangan syariah dan teknologi digital, Regulasi yang belum sepenuhnya 
mengakomodasi inovasi keuangan berbasis syariah, termasuk aspek perpajakan dan 
pengawasan, Risiko reputasi dan keamanan siber jika mekanisme digital tidak 
memadai, Resistensi internal terhadap perubahan budaya organisasi. Tantangan-
tantangan ini memerlukan strategi manajemen perubahan yang komprehensif serta 
investasi dalam penguatan kapasitas internal (Zubaedi, 2012). 

Transparansi, Etika, dan Strategi Pengembangan Inovasi Keuangan Lembaga 
Dakwah 

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prasyarat utama agar inovasi 
finansial dapat diterima publik. Mekanisme yang dapat diterapkan mencakup audit 
keuangan berkala, pelaporan digital real-time, penggunaan kontrak wakaf yang 
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terdokumentasi, serta pemanfaatan teknologi untuk melacak aliran dana. Pada saat 
yang sama, etika penggalangan dana dan penggunaan bahasa komunikasi digital 
perlu dijaga agar tidak membentuk ekspektasi donor yang tidak realistis; prinsip-
prinsip syariah harus senantiasa menjadi panduan utama dalam tata kelola keuangan 
dan usaha lembaga dakwah. 

Berdasarkan analisis, roadmap kemandirian keuangan lembaga dakwah dapat 
ditempuh melalui: penguatan kapasitas internal (pelatihan manajemen keuangan 
syariah dan teknologi digital, serta rekrutmen staf profesional di bidang keuangan, 
audit, dan pengembangan usaha); digitalisasi dan inovasi produk (pengembangan 
aplikasi donasi/wakaf yang mudah diakses, eksplorasi blockchain untuk 
transparansi); diversifikasi pendanaan (unit usaha sosial/koperasi, wakaf produktif 
terstruktur); kolaborasi dan jejaring (kemitraan dengan fintech syariah, perbankan, 
sektor swasta, serta jejaring akademik untuk riset dan evaluasi); dan penguatan tata 
kelola serta regulasi (standar akuntabilitas, audit eksternal, advokasi kebijakan). 
Pengembangan inovasi ini juga membutuhkan peran aktif pemerintah, regulator, dan 
sektor keuangan melalui insentif wakaf produktif, aturan jelas crowdfunding syariah, 
serta perlindungan data platform donasi, disertai pedoman tata kelola yang aman bagi 
lembaga filantropi 

SIMPULAN 

Transformasi keuangan lembaga dakwah di era disruptif menjadi keniscayaan 
jika lembaga ingin bertahan dan berkembang. Digitalisasi, diversifikasi sumber 
pendanaan, serta pengembangan kewirausahaan sosial adalah pilar utama menuju 
kemandirian finansial. Namun, keberhasilan transformasi memerlukan pembaruan 
kapasitas, tata kelola yang kuat, dan dukungan kebijakan yang memadai. Dengan 
implementasi strategis, lembaga dakwah dapat meningkatkan skala dampak 
sosialnya sambil menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Saran praktis 
yang diajukan mencakup: memperkuat literasi digital bagi pengurus, membentuk unit 
kewirausahaan yang profesional, memperkuat tata kelola dan audit, serta mendorong 
kolaborasi lintas-sektor untuk mengakselerasi inovasi. 
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